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PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/M-IND/PER/2/2011

TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

a

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan penggunaan produk
dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sesuai
ketentuan diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009
tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perindustrian tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam
Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negarg;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Keputusan Presiden Republik 1ndonesia Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu |1 Periode Tahun
2009-2014;

Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  105/M-IND/
PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  MENTERI PERINDUSTRIAN  TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.


http://www.djpp.depkumham.go.id

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1

Produk dalam negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun
dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh
perusahaan yang berinvestasi dan berproduks di Indonesia, yang
dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan
penggunaan bahan baku/komponen impor.

Industri adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang,
melalui proses  pengolahan bahan baku, proses
pembuatan/perakitan barang dari bahan baku atau komponen
penyusunnya menyebabkan terjadi perubahan sifat, wujud, dan
atau fungs dari suatu barang sehingga memiliki nilai kegunaan
dan nilai ekonomi yang lebih tinggi, termasuk kegiatan industri
jasa keteknikan yang terkait erat dengannya, dan industri
teknologi informasi.

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Ingtitusi
lainnya, vyang selanjutnya disebut  K/L/D/I, adalah
instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).

Barang adalah benda dalam bentuk utuh maupun terurai, yang
meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan,
yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

Jasa adalah layanan pekerjaan yang perencanaan teknis dan
spesifikasinya ditetapkan pengguna serta proses pelaksanaannya
diawasi oleh Pengguna Anggaran.

Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut
TKDN, adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang,
jasa dan gabungan barang dan jasa.

Bobot Manfaat Perusahaan, yang selanjutnya disebut BMP,
adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di
Indonesia karena memberdayakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
serta koperasi kecil melalui kemitraan; memelihara kesehatan,
keselamatan kerja dan lingkungan; memberdayakan lingkungan
(community development); serta memberikan fasilitas pelayanan
purnajual.

Verifikasi adalah kegiatan untuk melakukan pencocokan Capaian
TKDN dan BMP yang dihitung oleh Penyedia Barang/Jasa
dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha
Penyedia barang/jasa sesuai dengan pedoman penggunaan produk
dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri adalah
daftar produk dalam negeri, yang memuat nama dan alamat
produsen, jenis produk, spesifikasi, standard, kapasitas, nilai
TKDN, dan nilai BMP.
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10. Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri adalah
daftar barang/jasa yang sudah diproduksi di dalam negeri yang
disusun berdasarkan kelompok barang/jasa.

11. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan lebih lanjut oleh
Pengguna Anggaran kepada Kementerian Perindustrian tentang
capaian TKDN dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi
Dalam Negeri.

12. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain
Pengguna APBN/APBD.

13. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan
yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.

14. Produsen adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
kegiatan usahanya menghasilkan barang/jasa.

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB |1
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ketentuan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan

barang/jasa pemerintah berlaku bagi:

a Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/l  yang
pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari
APBN/APBD;

b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank
Indonesia (BI), Badan Hukum Milik NegaralBHMN) dan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) vyang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya
dibebankan pada APBN/APBD; dan

c. Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang pembiayaannya
melalui pola kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha.

BAB 111
PENGGUNAAN TKDN DAN BMP

Pasal 3

TKDN meliputi TKDN pada barang, jasa, dan gabungan barang dan
jasa

Pasal 4
TKDN barang untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merujuk

pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang
diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.


http://www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 5

(1) TKDN jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditentukan
melalui penghitungan TKDN oleh Penyedia Jasa.

(2) Hasil penghitungan TKDN jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diklarifikasi oleh Pengguna Anggaran dan dapat
dievaluasi setelah pelaksanaan lelang.

Pasal 6

(1) TKDN gabungan barang dan jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah ditentukan melalui  penghitungan TKDN oleh
Penyedia Barang dan Jasa.

(2) Besaran komponen TKDN barang dalam TKDN gabungan barang
dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada
Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang
diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.

(3) Hasil penghitungan TKDN gabungan barang dan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diklarifikasi oleh
Pengguna Anggaran dan dapat dievaluasi setelah pelaksanaan
lelang.

Pasal 7

(1) BMP diberikan kepada Produsen Barang, Penyedia Jasa, atau
Penyedia Gabungan Barang dan Jasa berdasarkan faktor penentu
yang ditetapkan.

(2) Besaran BMP untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merujuk
pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.

Pasal 8

Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN dan BMP diatur dengan
Peraturan Menteri Perindustrian.

BAB IV
DAFTAR INVENTARISASI BARANG/JASA

Pasal 9

(1) Kementerian Perindustrian menerbitkan Daftar Inventarisasi
Barang/Jasa Produks Dalam Negeri sebagai referensi atas nilai
TKDN barang dan nilai BMP dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

(2) Nilai TKDN barang dan nilai BMP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan nilai yang telah diverifikasi oleh Surveyor
independen.
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Pasal 10

(1) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipublikasikan
secara on-line pada situs internet (website) Kementerian
Perindustrian.

(2) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diterbitkan dalam
bentuk buku atau CD-ROM.

(3) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang
diterbitkan dalam bentuk buku atau CD-ROM sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diperbaharui dan dievaluasi setiap tahun.

(4) Dalam hal terdapat perbedaan nilai TKDN atau nilai BMP dalam
Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang
dipublikasikan secara on-line sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam
Negeri yang diterbitkan dalam bentuk buku atau CD-ROM
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku nilai TKDN atau
nilai BMP pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam
Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

(1) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri
disampaikan atau disebarluaskan oleh Kementerian Perindustrian
kepada Pengguna Anggaran dan Penyedia barang/jasa atau yang
terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah atau pihak lain
yang memerlukan.

(2) Apabila diperlukan Panitia Pengadaan barang/jasa dapat
melakukan klarifikasi terhadap kebenaran Nila TKDN yang
tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi
Dalam Negeri kepada Kementerian Perindustrian.

BAB V
DAFTAR KELOMPOK BARANG/JASA

Pasal 12

(1) Pengguna Anggaran dalam melakukan pengadaan barang/jasa
pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
mengacu pada Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam
Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan
Menteri ini.

(2) Barang/jasa yang belum tercantum dalam Daftar Kelompok
Barang/Jasa Produks Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat diperlakukan sebagai barang/jasa produks dalam
negeri berdasarkan usulan Pejabat Eselon [ Kementerian
Perindustrian yang membidangi industri barang/jasa dimaksud.
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